«pEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara — perkara
berikut dalam perkara antara :
BAMBANG HERMAWAN :
Beralamat di desa Sembuh Rt02 Rw.04, Kelurahan
Kwangsan K ecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar ;

Selanjutnya disebut sebagai.............c.cccceeeiineiininnn PENGGUGAT.
Penggugat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 —
Nopember 2008 telah menguasakan kepada :

1. SUHARSONO, SH.

2. MOHAMMAD SAIFUDIN, SH.

Keduanya Advokat/Penaschat Hukum yang berkantor di LAW OFFICE
SUHARSONO, SH. & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Bone
Utama No.1 Rt.02 Rw.V1, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta ;

Melawan:

1. Drs. SUTOPO :
Pekerjaan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Alamat  : Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar.
Selanjutnya disebut sebagai...........cccceeiiinanannn TERGUGAT L

21 S TRIYONO, MSi
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Karanganyar.
Alamat : Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar.
Selanjuinya discbut sebagai............ooevvmmeeeinniniill! TERGUGAT I
3. HARUN WASKITO, S.Sos.
Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Karangnyar ;
Alamat Kompiek Perkantoran Cangakan Karanganyar
Selanjutnya disebut sebagai......................... TERGUGAT IIL.



Karangnyar ;
Alamat :KomplePcrkmtomCmgakm[(mnyar
Selanjutnya disebut sebagai. ...............cccoeees TERGUGAT IV
Pengadilan Negeri terscbut
Tehhmanbauberkaswkmgngalmyangbcrsangkman;
Tehhmnbmhkﬁs@@mcndcngarmrmgmsaksi-saksiymgdiajlm
Penggugat dimuka persidangan ;
Tehhmnpahaﬁkmscgﬂamsdamapumﬁkmdipasi&n&m;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Maﬁmhmg,hahwaPenggngatdahmsmatgugmyammggﬂZNovmbcﬂOO%
yangtadnﬂardidalamksgistchepanitcraanPengpdﬂanNegeri Karanganyar dengan
pomor 33/Pdr.G/2008/PN Kray, pada pokoknya mgcmm:akanscbagaibcrihﬁ:

| . Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar.

2. Bashwa olch Pengurus Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar Penggugat telah
dicalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum
nmmzmdaﬁdamhpcmmhanndcnganmmormnlmemumomisivcmmm
Umum Kabupaten Karanganyar,dimnnntcrgugatlsebagpiKcma,danTergugmH

Pencalonan
Persyaratan Bakal Calon Anggota

,yaimpasaJSanat(l),danpasal
Nomor 18 Tdnm2008temgPedomanTeknis Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat . Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabmatcn/KmDahmPemilihanUmum 2009.

4. Bahwa kemudian oleh Para Tergugat, Penggugat telah dinyatakan memenuhi
WMWWOMMM'WMWU
sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan Partai Pelopor
xmm;gmyardmbamh!‘emmhm [l nomor urut 1.

5. Bahwa kemudian Para tergugat menetapkan Penggugat sebagai calon Sementara
anggota DPRD ksbupaten Karanganyar yang digjukan Partai Pelopor Kabupaten

50 ayat (2) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Karanganyar dari Daerah Pemilihan Iil nomor urut 1 yang dibuat dan d¥
Para Tergugat Dalam Daftar Calon Sementara (DCS), dan Daftar Calon Secd
tersebut diumumkan kepada Masyarakat mefalui mass media dan juga ditempel di
Kantor Komisi Pemitthan Umum Kabupaten Karanganyar ;

6. Bahwa kemudian Para tergngat melatui Tergugat I selaku Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Karanganyar mengirim surat kepada Pimpinan Partai Pelopor
yang dicalonkan Penggngat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar
, Nomor 270/4221/X/2008 tertanggal 13 Oktober 2008 perihal Klarifikasi , surat
tersebut ditandatangani oleh Tergugat I selaku Ketua Komisdi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar , namun demikian stempel yang dipergunakan dalam surat
yang berkop surat Komisi Pemilihan Umum tersebut menggunakan stempel basah
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ,dengan demikian
surat tersebut telah melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tata
Naskah, karena seharusnya stempel yang dipergunakan adalah stempel basah Ketua
Komisi Pemilihan Umum, dengan demikian surat tersebut haruslah dinyatakan batal
demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

7 Bahwa meskipun surat dari Para Tergugat yang ditandatangani oleh Tergugat I
terscbut cacat hukum, namun dengan segala etiket baik demi suksesnya Pemilu
Tahun 2009 dan juga demi Kondusifitas Kabupaten Karanganyar, Pimpinan Partai
Pelopor Kabupaten Karanganyar tetap menanggapi surat dari Para Tergugat dan
mengirim surat bernomor 007/SP/PP/KRA/X/2008, tertanggal 15 Oktober 2008,
peﬁhalHasill(hriﬁhsiTanggapanMasyamkat,yangpadadasarnya surat tersebut
berisi bahwa Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karangayar mempertahankan
PenggugatscbagaiCalonAnggotaDPRDKabmnKmnganyardaﬁdmh
Pemilihan Il dengan nomor urut I, dengan alasan Pencalonan atas nama
Penggugmwhhmcmemﬂﬂpasymmnscbagaimanaterdapatdalanndmg-Um
Nomor 10 Tahun 2008 pasal 50 ayat (1).

8. Bahwa setelah Pimpinan Partai Pelopor mengirim surat jawaban dan atau tanggapan
sebagaimanaterscbmdalamposita73mal6ugaIan,PmTergugatﬁdakpemah lagi
melakukan kiarifikasi dan atau verifikasi atas proses pencalonan Penggugat sebagai
calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan III dengan
nomor urut 1 yang disjukan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dengan
demikian proses pencalonan atas nama Penggugat telah final, dan Penggugat berhak
ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah
Pemilihan Il nomor urut 1 dan untuk itu para tergugat berkewajiban menetapkan
penggugat scbagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang
dicalonkan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari daerah pemilihan 111




mexmmmmmmwmmmu |
pmnmmmmtm&nb&mohhwkmxm aranggitvet 7
9. Bahwa untuk mempertegas surat jawaban dan atau tanggapan bernomor

007/SP/PP/KRA/X/2008, tertanggat 15 Oktober 2008, perihal Hasit Klarifikasi
TanggapanMasyamkatymgdikiﬁmolehPimpinaanaiPeloporKabupatm
Karanganyar scbagaimana terurai dalam posita 7 surat gugatan, maka pada tanggal 29
Oktober 2008, Partai Pelopor melalui Tim Advokasinya telah berkirim surat kepada
Para Tergugat yang mencgaskan bahwa pimpinan Partai Pelopor Kabupaten
Karanganyar fetap mempertahankan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD
Kabupten Karanganyar dari dacrah Pemilihan mdcnganmmormn\,dengmalasan
Pencalonan atas nama Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 50 ayat (1).

10. Bahwa ternyata pada tanggal 30 Oktober 2008 Para Tergugat telah membuat suatu
keputusan dan atau ketetapan untuk tidak menctapkan Penggugat sebagai calon
Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan oleh Partai Pelopor dari
daerah Pemilihan iil dengan nomor urut 1 dan tidak memasukkan dalam daftar calon
tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan 1l
dengan nomor urut 1 yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar ,
yang diumumkan oleh para tergugat pada tanggal 31 Oktober 2008.

11. Bahwa perbuatan Para tergugat pada tanggal 30 Oktober 2008 yang membuat suatu
keputusan dan atau ketetapan untuk tidak menetapkan Penggugat sebagai Calon
Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan oleh Partai Pelopor dari
Daerah Pemilihan 1iI dengan nomor urut 1 dan tidak memasukan dalam Dafiar
Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari dacrah pemilihan
11 nomor urut 1 yang diajukan oleh partai Pelopor Kabupaten Karanganyar , yang
diumumkan oleh Para Tergugat pada tanggal 31 merupakan perbuatan melawan
hukum yang merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, yaitu
melanggar Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah . Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah , khususnya Bab VIl tentang Pencalonan Anggota DPR ,DPD,DPRD
Kabupten /Kota . bagian Kesam tentang persyaratan Bakal Calon Anggota
DPR.DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota, yaitu pasal 50 ayat (1), dan pasal
50 ayat (2) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pedoman Teknis Pencalonan Anggota dewan Perwakilan Rakyat , Dewan
Perwakilan Rakyat dacrab Propinsi , dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupat
/Kota Dalam Pemilihan Umum 2009, yaitu M41,M42'm|43mm“,
serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2477/16/V111/2008, tertanggal |
Agustus 2008 perihal Pencalonan Anggota DPR-RL, DPRD Provinsi dan DPRD

g;



12.

13

;:imu: dan Undang undang nomor 22 tahun 2007 tentang
o p“:“ehz m m"‘:nni;;::mbi:ihm Urmum Nomor 18 Tabun 2008 Tentang
ki Dkl i B o P‘Vln Wlm Rakyat, Dewan Perwakilan
Piplhags e atas » " erwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam
o menyatakan “Daftar Calon Sementara anggota DPR,DPRD
Propinsi , dan DPRD Kabupaten /Kota yang telah diumumkan dan mendapat
tanggapaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, dan pasal 43,
olch KPU,KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota digunakan sebagai bahan
menyusunan dan/atau penetapan dafiar calon tetap anggota DPR,DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota."
Bahwa perbuatan Para tergugat pada tanggal 30 Oktober 2008 dalam menetapkan dan
atau menyusun daftar calon tetap (DCT) yang diajukan oleh Pimpinan Partai Pelopor
Kabupaten Karanganyar untuk daerah Pemilihan Il nomor urut 1 telah nyata tidak
menggunakan daftar Calon Sementara yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh
Para tergugat sebagaimana dimaksud pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2009, dengan
demikian Para Tergugat haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum

yang merugikan Penggugat.

14. Bahwa karena penetapan dan atau putusan calon anggota DPRD kabupaten

1S.

Karanganyar yang diajukan olch Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar
dari daerah Pemilihan Il nomor urut | sebagaimana telah ditetapkan oleh Para
Tergugat dahmdaﬁanalonScmenmmsnamaPenggugatﬁdakdigmukmmm
menetapkan dan menyusun daftar calon tetap (DCT) yang diajukan oleh Partai
Pelopor Kabupaten Karanganyar dari Daerah Pemilihan Il nomor urut 1 atas nama
Penggugat, maka ketetapan calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang
telah disusun dalam daftar calon tetap (DCT) tertanggal 30 Oktober 2008 dan telah
diumumkan pada tanggal 3! Oktober harusiah dinyatakan cacat hukum dan batas

demi hukum dengan scgala akibat hukumnya.
. peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Daftar calon

S (DCS) yang wuhgﬁumphno\chhnmumymdwm oleh
Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari Daerah Pemilihan il nomor
aeut 1 atosk PWMdWmMD:MCmemp(DCT)



yang diajukan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar untuk Pemiiu tabun
Bahwakemgimmmﬁlymgdideﬁmpenggugatmpemumnm
yang dilakukan Para Tergugat adalah beaya beaya yang dikeluarkan selama proses
pencalonan yaitu scbesar Rp.3.010,- (Tiga ribu sepuluh rupiah) .

17. Bahwa kerugian immateriil yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan
melawan hukumyangdilakukano\chPmPcnggugatadalahrasakeccwa.nmiu
dan kehilangan kepercayaan dari konstituen dan masyarakat, yang sangat sulit untuk
dnnlmdcngmnangmmmdennhanmmksebmhkeadﬂm, sepatutnyalah kerugian
;mmaterial tersebut Penggugat nilai dengan uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga

puluh milyard rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat.
18. Bahwa jumiah kerugian ismmaterial dan materiil yang harus dibayar oleh Para tergugat
kepada Penggugat sccara tanggung renteng adalah sebesar Rp.30.000.003.010,- (Tiga
putuh milyard tiga ribu sepufub rupiah)
19. Bahwa karena penyelenggara Pcm’xlu2009tehhtcr}adwaldanmclahxi sebuah tahapan

, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, mohon dalam
perkara ini dijatuhkan putusan yang sifatnya mendahului putusan pokok perkara
(Putusan Provisi).

20.BahwaadmyakgumwathmPcnggugat,kalaquTcrgugMﬁdakmmmehkmakm
isi putusanperkmini apabila gugatanPenggugatdikabulkan,makamohon diletakkan
sita jaminan atas seturuh harbabendanﬁﬁkparaTcrgugatbaikitubcndabergmk

idak bergerak yang obyeknya akan segera penggugat ajukan dalam surat

16..

permohonan secara tersendiri.

21. Bahwa karena perkara ini diaj
makamohonp\mmnatas;acrkminibisa
upaya hukum Verset, Banding, maupun Kasasi.
Bahwabe:dasukmhalhalmtscthdiams,makakmnimohonKetmpmgadim

Negeri Karanganyar berkenan menerima dan memeriksa perkara ini serta menjatuhkan

putusan sebagai berikut :
Dalam Provisi

L Mmympcrbumanquug!tpadamggaHOOkwamymgmmm
keputusan dan atau ketetapan untuk tidak menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota
DPRD Kabupaten Karanganyar yang disjukan olch Parta Pelopor darl dacreh Pemiliban
111 dengan nomor urut ] dan tidak memasukkan dalam Dafiar Calon Tetap (DCT)
Anggota DPRD kabupaten Karanganyar dari dacrah pemilihan It} nomor urut 1 yang
diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar, yang diumumkan oleh para

merugikan Penggugat baik materiil maupun ijmmaterial; yaitu melanggar Undang Undang

ukan denganbukﬁbukﬁyangknatdantakterbanmh,
dﬁalmkawdebihdahulmmakipmada



No.10 Tahun D:OO: Tm:::lzm R:-::m Dewan Perwakilan Rakyat,
Pencalonan Anggota DPR<PDP<DPRD Kabmz./xtﬂ‘h’ i
Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR,DPRD Ptovinsio::n i:g S,

: A Kabupaten/Kota ,
yaitu pasal 50 ayat (1),dan pasal 50 ayat (2) Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
18Tahm2008TemangPedommTcknisPcncalomnAnggoudcwm Perwakilan Rakyat
» Dewan Perwakilan Rakyat dacrah Propinsi , dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
/Kota Dalam Pemilihan Umum 2009, yaitu pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44, serta
Surat Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Nomor 2477/16/VIi1/2008 , tertanggal 1
Agustus 2008 perihal Pencalonan Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi Dan DPRD
Kabupaten/Kota, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum.

2. Menyatakan Perbuatan Para tergugat pada tanggal 30 Oktober 2008 dalam menetapkan
dan atau menyusun daftar calon tetap (DCT) yang diajukan oleh Pimpinan Partai Pelopor
Kabupaten Karanganyar untuk daerah Pemilihan III nomor urut 1 atas nama Penggugat
yang nyata — nyata tidak menggunakan Daftar calon Sementara (DCS) yang telah
ditetapkan dan diumumkan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 44 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pedoman Tehnis Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2009, merupakan
perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

3. Menyatakan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dibuat oleh
Para Tergugat tertanggal 30 Oktober 2008 dan telah diumumkan pada tanggal 31 Oktober
2008 atas calon dan daftar calon yang diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten
Karmganyardaﬁdacmh?cmﬂihanmnomormnladalahcacatdemihuhnndanbaml
demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

4, Mmgm&mdmmmeﬁmahkmmmgugmmmmaapkmdaﬁarcalonsemm
(DSC) yang disjul oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari daerah pemilihan
mmmlmmpmwmmm&mmolehMTﬂwscbagﬁ
daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, menjadi calon

tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari

L Mmeﬁmadmmmgabulkmguwmpw - _:;: .
Vil . hmmml [ﬂlﬂtﬂg‘mbﬂk
2. Menyatakan ssh dan berharga sita jaminan atas



: r”"““‘“d:""m Para Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2008 yang membuat suatu
cp\nusanDPRDatau ketetapan untuk tidak mf-nclapkan Penggugat sebagai Calon Tetap
Angg- o' . Kabupaten Karanganyar yang diajukan oleh Partai Pelopor dari daerah
Pemilihan Il nomor urut 1 dan tidak memasukkan dalam dafiar calon tetap (DCT)
anggota DPRD Kabupaten Karangangnyar dari dacrah pemilihan 11} nomor urut 1 yang
diajukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar, yang diumumkan oleh para
tergugat pada tanggal 31 Oktober 2008 merupakan perbuatan melawan hukum yang
merugikan Penggugat baik materiil maupun immaterial, yaitu mefanggar undang-undang
No.10 Tahun 2008 tetang Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan rakyat ,Dewan
Perwakilan daerah, Dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Bab VIiI Tentang
Pencalonan Anggota Anggota DPR, DPD<DPRD Kabupaten/Kota, Bagian kesatu tentang
persyaratan Bakal calon Anggota DPR.DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu
pasal 50 ayat (1) dan pasal 50 ayat (2) jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2009 yaitu pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan
pasal 44 serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2477/16/V11/2008, tertanggal 1
Agustus 2008 perihal pencalonan anggota DPR-RI DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyclenggara
Pemilihan Umum.
_ Mmmpmmwmmggﬂsoomb«zmmm
dan atau menyusun daftar calon tetap (DGT) yang diajukan oleh Pimpinan Partai Pelopor
Kabupaten Kamnganyarmmlkd’mh?mmm nomor urut lyang nyata — nyata
tidak menggunakan daftar calon sementara (DGS) yang telah ditetapkan dan diumumkan

oleh para Tergugat scbagaimana dimaksud pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 18 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

RﬂkyﬂydewanPcrwakﬂmRakyatDaethmvinsLDchmeerwakithym
Kabupaten/Kota Dalam pemilihan Umum 2009, sebagai perbuatan melawan hukum yang

. Menyatakan Penetapan calon anggota DPRD Knbupa.fen Karanganyar yang d:b:t (;:::w
Para tergugat tertanggal 30 Oktober 2008 dan telah diumumbkan p.fu:;w.n i o
2008 wra calon. den dafar cakon yans disjubn oleh FecH 7B o,,o;m dm:j
kmnmyﬂdlﬁdmahvemilihmmmmrmﬂ | adalsh cacat hukum dan



buh,mdcngansegnlaah'bathukmnnya.
Menghukum dan memerintahikan para tergugat untuk menctapkan daftar calon
yang disjukan oleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari daerah pemilihan m
mmlmmwmmwammosamwmﬁm
calon sementara anggota DPRD Kabupaten Karanganyar menjadi calon tetap dalam
daftar calon tetap anggots DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan 11l
nomor urut 1 atas nama Penggugat dan diumumkan sesuai peraturan perundang-undangan

yang bertaku.

8. Menyatakan secara hukum perbuatan para Tergugat pada tanggal 30 Okiober 2008 yang
membuat suatu keputusan dan atau ketetapan untuk tidak menctapkan Penggugat
sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang diajukan oleh Partai Pelopor
dari dacrah Pemilihan 111 nomor urut 1 dan tidak memasukkan dalam daftar calon tctap
anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari daerah pemilihan Il nomor urut 1 yang
diajukan oleh Partai Pelopor kabupmxarmgmym',ymgdiummkao}dli’m
Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2008 merupakan perbuatan melawan hukum yang
merugikan Penggugatbaikmcteriilmmmmhnmial,yaimmdmggarmdmgundmg
No.lOtahmZOOStenmngpemﬂihanlhnmnanggomDewanPerwakﬂanRakym,Dewm
Perwakilandaerah,dmdcwm?awaldlankakyaDnahKhusmnyaBabmmm
pencalonan  anggota DPR,DPD,DPRD Kabupaten /Kota , Bagian Kesatu tentang
persyaratan bakal calon anggota DPR,DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/kota ,
yaitu pasal 50 ayat (1) , dan pasal 50 ayat (2) jo peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 18 tahun 2008 tentang pedoman teknis pencalonan anggota dewan perwakitan
rakyat, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum 2009, yaitu pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan

pasal 44, serta surat Komisi pemilihan umum nomor 2477/16/V1i1/2008, tertanggal 1

Agustus 2008 perihal pencalonan anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota, dan undang — undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara

9. Menyatakan secara hukum jumiah kerugian immaterial dan meteriil yang harus dibayar
olehpmwrgugukcpndaPenssusatmmnggmsmmmm
Rp.30.000.003.010,- (tiga puluh milyard tiga ribu sepuluh rupiah).

10. Mmmdmmcmcﬁmahkmmwmk membayar kerugian immaterial dan

materiil kepada Penggugat secara tanggung renfeng sebesar Rp.30.000.003.010,- (tiga

pulub milyard tiga ribu scpuluh rupish).
11. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk menjual lelang harta
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LN 2

mwﬂpmimlmfelmsmhﬂdibaymkcpadaw
2. Menyatakan bahwa putusan perkara ini bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar beaya

ink.

perkarayangtimbuldalaxnpcrkara

Subsidair :
Apabila Ketua Pengadilan Negeri
yang seadil-adilnya .

Mmm.mmmmmwmmmm
menghadapkuasanya,dan’f‘crgugﬂ I,H,Hldedatangmenghadnp kuasanya di
persidangan HADI SASONO, SH. ALl PURNOMO, SH, T.DENY SEPTIVIANT, SH. dan
H. SUSILO YUWONO, SH. Advokat /penasehat Hukum pada Kantor « AW OFFICE HADI
SASONO & PARTNESS, beralamat di J1. Erlangga Raya B-1 Semarang, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 8 Nopember 2008 selanjumya Hakim Kefua menganjurkan
perdamaian serta mengerahkan ditempuh mediasi dengan menunjuk HERU DINARTO, SH.
Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar se i
Nopcmbcr2008animmediator terscbut menyampaikan pemberiuhmmnishahwa
mediasi telah gagal (ﬁdaktcrcapaiperdmnaian),olehkarenaimpemcﬁksaanpakm
dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Para Tergugat mengajukan jawaban atas
gugmandenganmmgingaibahwagugmmtelabdibacakandMﬁdakadaperbaikm

tersebut, Kuasa Tergugat LI1, 1l dan IV

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat
mengajuikan jawaban tertulis tertanggal 26 November 2008 yang pada pokoknya sebagai

berikut :
A. DALAM EKSEPSI:
a. Eksepssi Tentang Kewenangan
1. Bahwa Para tergugat menolak se
secara tegas diakuinya.
5 Bahwa Pengaditan Negeri Karanganyar tidak berwenang mengadili perkara ini
(kompmsiabsolnt)scbabyansmcnjndiobyekpakninim
keputusan/penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar caleg
Tetap (DCT) Pemilu 2009 Kabupaten Karanganyar No.270/279/X/2008 ;
3. Keputusan atau ketetapan Komisi Pemilihan Umum merupakan keputusan yang
iidak biss dipersoslkan/digugat di Pengadilan Negeri kecuali perselisihan
‘1 Pemilu. Dan kewenangan tersebut sejak tanggal 23 Oktober 2008

ngmyafbcrpuﬂapﬂhin,mhondijmmnﬂi‘m

Pengadilan (Kompentensi Absolut).
juruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang
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Agung menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk m
memutus.

4. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang
PenyelenggaraPemilu telah ditentukan bahwa terkait dengan pencalonan,
persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah
merupakan tugas dari para pawaslu Kabupaten/Kota (Vide, pasal 78 ayat (1), uu
No.22 Th.2007) ;

5. Bahwa dengan demikian jelas seandainya benar Para Tergugat dianggap
melakukan perbuatan melawan quod non , seharusnya Penggugat melaporkan
hal ini kepada Panwaslu untuk ditindak lanjuti , karena sesuai pasal 78 (1) huruf
b UU No.2 tahun 2007, proses penctapan calon anggota dewan perwakilan
Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota dan pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah Kabupaten /Kota ada]ahmerupakanmgasdanwcwenangdari
Panwaslu Kabupaten/kota (i.c Pawaslu kabupaten Karanganyar.)

Bahwa karena Eksepsi dari Para Tergugat menyangkut kewenangan Absolut,
guna menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat , agar proses
betjalanlancar,sesuaiasasperadﬂan cepat,sederhanadanbiayaﬁngan,maka
menurut pasal 136 HIR , kami mohon Majelis hakim Pemeriksa berkenan untuk
memutus Eksepsi ini terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.

b. Eksepsi Obscuri Libeli.

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel) Penggugat
dalam gugatannya jelas bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam
gugatan Penggugat kapasitas dari Para Tergugat adalah sebagai Penyelenggara
Pemilu bukan pribadi dan ini bertentangan dengan permohonan sita dimana
yang dituntut adalah harta milik pribadi (viede posita angka 20 ) gugatan yang
demikian dapat dikatagorikan sbagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obsur
Libel).

Berdasarkan alasan-alasan diatas jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak jelas
dan kabur, untuk itu sudah sepatutnya gugatan tersebut tidak dapat diterima atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA .
1. Bahmwgnlammuymmmmdﬂlmbabﬁksepsimmumﬁsmmmdis

dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari jawaban

pokok perkara berikut ini ;
2. Bahwa Para tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara

tegas diakuinya.
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3. Bahwa yang menjadi pangkal persoalan dari gugatan Penggugat '
masuknya nama Penggugat dalam dafiar Caleg tetap (DCT) Petuiih
Kabupaten Karanganyar karena tidak memenubhi syarat.

4. Bahwa sesuai pasal 78 Undang-undang No.22 Tahun 2007 dinyatakan bahwa
“Tugas dan wewenang Panwasiu Kabupaten/Kota adalah ;

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten /kota yang
meliputi :

1. pemutakhiran data pemilih berasarkan data kependudukan dan penetapan

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan
pcncalonanKepalaDaerahdanwakilkepaladmhKabnpamn/kotz.

b 3. proses penctapan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat —dacrah
Kabupalmlkotadanpasangancalonkepaladamhdanwakﬂkepahdaaah
Kabupaten/kota ;

4. penetapanpasangancalonkepaladaemhdankepaladmhkab(mdkm
5. pelaksanaan kampanye .
6. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya.
7. pelaksanaanpemungmansumdanpengiﬁumgansnmhasﬂ Pemilu.
8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara.
9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
10. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari
seluruh kecamatan.
11. pelaksanaanpenghinmgandanpcmtmstmﬁmatnmg,?emﬂumgm
,dan Pemilu susulan dan
12. pmscSpencmpanhasilPemﬂumggomdcmeawakihnRakyum
kabupaten/kota dan Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala dacrah
Kabupaten/Kota ;
b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan mengenai Pemilu ;

5. bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 11 halaman 4
terkait dengan proses penetapan calon anggota dewan perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten/Kota harusiah melalui mekanisme sebagaimana yang telah ditetapkan
oleh pasal 78 UU nomor 22 tahun 2007 aquo yaitu melaporkan ke Panwas
Kabupaten/Kota dan bukan melalui gugatan melalui Pengadilan Negeri

Karanganyar.
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Penetapan daftar Caleg tetap (DCT) Pemilu 2009 Kabnpaten Karanganyar yang
menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat para Tergugat telah melaksanakan
tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum
No.18 tahun 2008 khususnya pasal 40, dan pasal 41 yaitu sebagai berikut :

i, Pada tanggal 25 September 2008, Para Tergugat dengan Berita Acara
No.270/433/TX/2008, telah membuat Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)
Pemilu 2009 Kabupaten Karanganyar

{i. Pada tanggal 25 September 2008 Para tergugat membuat pengumuman
No.270/140/IX/2008, tentang Dafiar calon Sementara Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten
Karanganyar, yang isinya agar masyarakat dapat memberikan masukan dan
tanggapan terhadap calon tersebut kepada KPU secara tertulis sampai tanggal 9

Oktober 2008.
iii. Bahwa atas pengumuman tersebut diatas Para tergugat telah meneri

tanggapan dari masyarakat masing-masing tertanggal 3 Oktober 2008, tertanggal 8

Oktober 2008 dan tertanggal 29 September tetapi diterima tanggal 8 Oktober 2008

terhadap Calon Legislatif atas nama Penggugat yang pada pokoknya menyatakan

bahwa penggugat pernah dipidana penjara dalam perkara korupsi yang diancam

lebih S tahun .

Bahwa terhadap surat tanggapan dari masyarakat tersebut Para tergugat meminta

Klarifikasi kepada Partai Politik yang mengusung Penggugat (ic Partai

Pelopor)dengan surat N0.270/422/X/2008 tertanggal 13 Oktober 2008 ;

Bahwa terhadap surat kiarifikasi Para Tergugt tersebut Penggugat dengan suratnya
No.007/SP/PP/KRA/X/2008, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditandatangani oleh
Penggugat menyatakan bahwa pencalonan Penggugat tetap dipertahankan ;

ma surat

iv.

V.

vi. Bahwa karena sikap partai yang tetap bersikukuh mempertahankan pencalonan

Penggugat maka para Tergugat berupaya mengumpulkan fakta atas
laporan.tanggapan masyarakat selengkap-lengkapnya kepada instansi horizontal
terkait yaitu Kepolisian Resort karanganyar , Kejaksaan Negeri Karanganyar
maupun Pengadilan Negeri Karanganyar, yang ternyata benar bahwa Penggugat

memang pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana Korupsi secara

berlanjut dan sudah berkekuatan hukum tetap ;

vii. Bahwa dengan adanya fakta sebagaimana terurai dalam point (vi) diatas berarti

otomatis Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal

50 (1) huruf g UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, PDP dan

DPRD ;

vili. Bahwa selain melakukan poin (vi)diamSPhratcrgugaijugAberkoordimsi dengan
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7. Bahwa setelah fakta yang dikumpulkan dianggap lengkap maka, Para

instansi hierarkis vertical yaitu KPU Propinsi, maupun KPU

kemudian mengadakan rapat pleno untuk memutuskan apakah tanggapan/masukan
masyarakat tersebut signifikan dan berpengaruh terhadap syarat pemenuhan calon

atau tidak. (vide, surat Edaran Ketua KPU No.2834/15/X/2008 tanggal 17 Oktober
2008) ;

8.Bahwadariumianangka6dan7diamsjelaslahbahwabeﬁtAacara

No.270/279/X/2008 tentang Penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT) Pemilu 2009
Kabupaten Karanganyar telah diputuskan sesuai mekanisme perundang-undangan
yang berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan
mempertimbangkan segala sesuatunya secara lengkap dan transparan ;

9. Bahwa rumusan tentang jumlah kerugian materiit dan immaterial adalah tidak akal

dan tidak disertai uraian yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,
untuk itu tuntutan demikian haruslah ditolak ;

10. Bahwa memang benar penyelenggaraan Pemiln 2009 telah terjadwal dan melalui

11.

sebuah tahapan, dan apa yang dilakukan Para tergugat adalah sudah melalui tahapan
yang sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku, tidak ada
kepentingan umum yang dilanggar sehingga permohonan putusan provisi adalah
tidak beralasan dan mengada-ada untuk itu mohon ditolak karena tidak reievan ;
Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya secara jelas dan gamblang menyatakan
bahwa kapasitas dari Para tergugat adalah sebagai Penyelenggara Pemilu bukan
pribadi dengan demikian permohonan sita jaminan terhadap harta milik pribadi
adalah tidak berdasarkan hukum dan harusiah ditolak ;

c. DALAM PROVISI :
1.

2

Bahwa penyelenggaraan Pemilu 2009 adalah telah terjadwal dan melalui tahapan-
tahapan yang pelaksanaan tidak mungkin lagi ditunda maka tuntutan provisi Penggugat
adalah menyalahi dari Undang — Undang Pemilu itu sendiri dengan demikian sudah
selayaknya tuntutan provisi ini ditolak karena bertentangan dengan hukum.

Bahwa demikian pula Para Tergugat sebagai penyelenggara Pemilu berpedoman pada
asas, mandiri, jujur, adil kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan
umum, keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan
efektifitas. Dalam perkara ini tidak ada asas yang dilanggar oleh Para Tergugat.

Bahwa perbuatan Para Tergugat untuk tidak memasukkan nama Penggugat dalam
daftar Caleg Tetap (DCT) Pemilu 2009 adalah pelaksanaan tugas amanat Undang-
Undang dalam Pelenggaran Pemilu yang bersifat mandiri (vide pasal 1 UU No.22
Tahun 2007) dan tidak melanggar UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
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anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota ;
Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas maka sudah sepatutnya tuntutan provisi dari
Penggugat ditolak karena tidak berdasarkan hukum ;
. PERMOHONAN.
Bahwa dari segala uraian diatas perkenankanlah Para Tergugat mohon agar Majelis
Hakim, Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :
a. DALAM EKSEPSI
- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat.
b. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam

b. DALAM PROVISL
- Menolak tuntutan Penggugat dalam provisi.
Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para tergugat terscbut diatas, Kuasa
Penggugat mengajukan Replik tertanggal 1 desember 2008 dan atas Replik tersebut,
Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Desember 2008, yang isi
selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Cara Pemeriksaan persidangan
yang untuk singkatnya tidak dimuat, tetapi dianggap termasuk di dalam Putusan ini ;
Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak mempertahankan dalilnya
masing-masing dengan jawaban , maka Kuasa Penggugat guna membuktikan dalil
gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah
dilegalisir dan bermeterai cukup yang dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan
turunannya karena yang aslinya ada di Pengadilan Negeri Karanganyar dan sebagian
sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P.1 sampai dengan 11 berupa :
1. Fotocopy salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2018 K/Pdt/2004 (bukti

P.1).
2. Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.214/Pdt/2003/PT.Smg.

(bukti P.2).
3. Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.31/pid.B/2003/PN.Kray

(bukti P3.).
4Fotocopy  Surat  Keterangan ~ Camtan  Kepolisian No.Pol
SKCK/3028/VIIL/2008/Res.Kra tertanggal 13 Agustus 2008 (bukti P4).
5.Fotocopy Surat keterangan Pengadilan Negeri Karanganyar NO.748/K/Pid/2008/

PN.Kray (bukti P5).
6.Fotocopy surat penjelasan hukum dari Kejaksaan Negeri Karanganyar ;
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7.Fotocopy surat darl DPC Partai Pelopor tentang hasi
masyarakat tanggal ISOktobq-zooaMy,).

11.Fotocopy Putusan Provisi Pengadilan Negeri Gumung Sitoli No.60/PDT/G/2008/PN-GS

(bukti P11) ;

-Manimbang, balwa untuk menguatkan dalil-dali jawabannya Kuasa Penggugat sclain
mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatasm juga telah mengajukan 2 (dua) saksi
yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

Saksi [ - EKO SUSILO ;

- Bahwa saksi adalah sekretaris pada DPC Partai Pelopor Karanganyar.

- Bahwa DPC Partai Pelopor pada sekira bulan Oktober telah mencalonkan Penggugat untuk
menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar ke Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar ;

- Bahwa DPC Partai Pelopor mencalonkan 15 (limabelas) orang diantaranya adalah
Penggugat namun dari seluruh yang diusulkan tersebut 1 (satu) orang mengundurkan diri
dan 1 (satu) orang lagi yaitu Penggugat telah dicoret oleh KPU padahal pencalonan telah
sesuai dengan UU yang berlaku yaitu UU No.10 Tahun 2008 ;°

- Bahwa saksi tahu Penggugat dicoret dari daftar calon anggota DPRD dari KPU ;
- Bahwa benar Penggugat pernah dipidana 1 (satu) tahun akan tetapi dalam perkara apa saksi
kurang tahu ;

Saksi I - EKO SULISTYO :

- Balhwa perkara ini sama dengan perkara yang tefjadi pada kesus KPU Kota Surakarta yang
mana seorang calon bernama Bandung Joko Suryono pernah dipidana dalam perkara korupsi
yang ancaman pidanya 1 — 20 tahun ;

_Bmmmgmmasukdalamdaﬂarcalon sementara dan sudah pula masuk
dalam Daftar Calon Tetap akan tetapi sekarang telah dicoret dari Daftar Calon tetap ;

- Bahwa benar saksi tahu masalah tersebut karena saksi pernah menjadi anggota KPU di
Surakarta akan tetapi sekarang sudah tidak menjadi anggota lagi karena tidak mendaftar ;

- Bahwa biasanya seorang calon dicoret dari dafiar karena masalah ijazah ;
-Bahwa untuk menjadi calon legislative harus memenuhi persyaratan U“da“s'U“d‘“‘gfmg
Mengatur persyaratan itu adalah Undang Undang No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
'Bahwaapabﬂaadawonyangdicoretoleh KPU

maka hal itu adalah sesuai dengan



kewenangan KPU
_ Bahwa apabila ada calon yang tidak memenuhi syaral maka Pantai Politik yang fist

harus mengganti calon tersebut |
Alas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat guna menyanggah gugatan Penggugat seria
untuk menguatkan jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bukti surat
yang felah dilegalisir dan bermeterai cukup yang dipersidangan (elah dicocokkan sesuai
dengan aslinya, yaitu :
1. Fotocopy Surat No.Pol. :R/477/1X/2008/Intelkam, Perihal Jawaban Klarifikasi SKCK,
tertanggal 9 September 2008 (bukti PT.1) ;
2. Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor
15/0.3.33/Fu.1/01/2006, tertanggal 12 Januari 2006 ( bukti PT.2) ;
Fortocopy Berita Acara Putusan Pengadilan tanggal 12 Januari 2006 (bukti PT )
Fotocopy Surat Pengaduan No. .035/FKM-Eks/IX/2008, Perihal Masukan dan
Tanggapan Masyarakat, tertanggal 29 September 2008, dari Forum Karanganyar

Menggugat. (bukti PT.4) ;
Fotocopy surat masukan dan tanggapan masyarakat Kabupaten Karanganyar, tertanggal

3 Oktober 2008 (Bukti PT.5) ;
6. Fotocopy Risalah Rapat Pleno Penetapan DCT Anggota DPRD kabupaten Karanganyar

pada Pemilu 2009 , tanggal 30 Oktober 2008 (bukti PT.6)

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim Kuasa
Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan
ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini
dianggap merupakan bagian dari Putusan ini dan dipergunakan pula sebagai
il putusan sepanjang hal tersebut periu dan bermanfaat ;

pertimbangan dalam mengamb
Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan kesimpulan, dan

:Print-

selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
tersebut di atas ;
DALAM EKSFEPSI :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, 11, 1l dan IV telah mengajukan Eksepsi
amgugmpmggugatymgpadapokoknyasebagaibeﬁkm:
A. GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR KOMPENTENSI ABSOLUT ;

Bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar tidak berwenang mengadili sebab yang
menjadi persoalan/obyek perkara ini adalah keputusan/penetapan Komisi Pemilihan
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Unum, keputusan atau ketetapan Komisi Pemilihan Umum merupakan R

dari Mahkamah Konstitusi dan apabila terkait dengan pencolanan, persyaiita}

tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah merupakan tugas dari

Pawaslu kabupaten/Kota sehingga apabilaa para tergugst dianggap melakukan

perbuatan melawan hukum maka seharusnya Penggugat melaporkan hal ini kepada

Panwaslu sesuai dengan pasal 78 ayat 91) huruf b UU No.22 Tahun 2007 oleh

karcnanya mohon dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL .

Bahwa gugatan diajukan kepada Tergugat dalam kapasitas sebagai Penyclenggara

Pemilu bukan pribadi akan tetapi permohonan sita yang dituntut adalah harta pribadi

dari Para Tergugat dengan demikian gugatan kabur ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Kuasa Para tergugat tersebut, Penggugat

‘ melalui kuasanya telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 1 Desember 2008,
t dan Kuasa Para Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 3 Desember
2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat dan juga atas tanggapan
Kuasa Penggugat terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan
sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di ‘atas sebagaimana telah
dipertimbangkan dalam Putusan Sela bahwa yang menjadi dasar (Posita) dalam
gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena Para tergugat
telah mencoret atau mengeluarkan Penggugat dari daftar Calon Tetap Legislatuif
DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2008 ;
| Menimbang, bahwa Tuntutan mengenai pelaksanaan hak perdata pribadi
i (subyektief privaatrecht) yang merasa dirugikan hak-haknya yang dalam hal
| ini adalah Penggugat, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya, dan pula

Penggugatiah yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat dalam surat
gugatannya yang dianggap ada kepentingan hukum terhadap gugatannya tersebut , dan
setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat tidak ada pernyataan — pernyataan yang
saling bertentangan satu sama lain yang mmbuat pihak Tergugat tidak dapat
{ menjawabnya sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidakiah kabur, oleh
karenanya keberatan-keberatan dari Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima dan
melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
DALAM PROVISI ;
Menimbang, bahwa gugatan provisi yang dimohonkan Penggugat pada
pokoknya adalah supaya Majelis memerintahkan Para tergugat untuk menetapkan
Penggugat menjadi Calon Tetap dalam Dafiar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD
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Kabupaten Karanganyar ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 180 HIR putusan Provisi
keputusan yang bersifat sementara yang birisi tindakan sementara menunggu sampai
putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dengan demikian putusan provisi
tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan
sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan provisi dari Penggugat sudah
menyangkut perkara dan pula terdapat kepentingan umum yang lebih besar, yaitu
jadwal dan tahapan-tahapan Pemilu yang harus lebih diutamakan daripada
kepentingan individu, maka permohonan provisi tidak dapat dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini
adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat anggota partai Pelopor telah diusulkan menjadi anggota DPRD
dengan nomor urut 1 dan pengusulannya telah sesuai dengan UU No.10 Tahun
2008 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pasal 50 (1), 50 (2) jo
Peraturan KPU No.18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota
DPR, DPD dan DPRD ( bukti P7 dam keterangan saksi EKO SUSILO) ;

2. Bahwa oleh karena telah memenuhi syarat maka Penggugat ditetapkan sebagai
calon Sementara dan telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar akan
tetapi selanjutnya setelah adanya tanggapan dari masyarakat ( bukti PT.4 dan

PT.5) KPU tidak menetapkan Penggugat sebagai calon tetap ( bukti PT.6) dengan
alasan Penggugat tidak memenuhi persyaratan pasal 50 ayat (1) huruf g UU No.10
tahun 2008 yaitu “tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (bukti PT.1, PT.2
dan PT.3).

3. Bahwa benar Penggugat pemah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana
korupsi secara berlanjut dan telah berkekuatan hukum tetap (bukti P1, P2, P3,P4,
dan P6 serta bukti PT.1, PT.2, PT.3) akan tetapi Penggugat tidak pernah dijatuhi
hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman 5 tahun
alaulebih,sehinggnwhhmemenuhipﬂsymsebasﬂimdimwmaym
(1) huruf g UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu, dengan demikian perbuatan
Para Tergugat yang mencoret dan tidak memasukkan dalam Daftar Calon Tetap
merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah disini sclanjutnya adalah apakah

Penetapan Para tergugat yang menetapkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat



Daftar Calon Tetap merupakan Perbuatan Melawan Hukum ; s
Menimbang, bahwa Penggugat menafsirkan bahwa Pasal 50 ayat (1) humf g
berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih “bukan termasuk dalam
katagori pasal 50 ayat (1) huruf g, sedangkan Para tergugat berpendapat bahwa
Penggugat dijatuhi pidana dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun masuk kategori
Pasal 50 ayat (1) huruf g ;
Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penafsiran tersebut maka Majelis
berpendapat sebagai berikut :
Bahwa ancaman pidana memiliki fungsi antara lain :

1. Sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana untuk pasal yang
bersangkutan dan sekaligus sebagai arahan bagi Hakim dalam
menjatuhkan pidana ;

2. Sebagai instrument dapat tidaknya tersangka/terdakwa ditahan (ancaman
pidana minimal S tahun ) ;

3. Sebagai instrument pencegah terjadinya kejahatan, yakni dengan adanya
ancaman pidana tersebut para calon pelanggar (pelaku potensial)
membatalkan niat jahatnya setelah melihat ancaman pidana yang dimuat
dalam pasal hukum pidana ;

4. Secara normatif, sebagai ukuran berat ringannya suatu tindak pidana,
ancaman pidana yang berat menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut
termasuk katagori berat, demikian sebaliknya , ancaman pidana ringan
sebagai salah satu indicator bahwa tindak pidana tersebut termasuk kata-
gori ringan. Adakalanya , ancaman pidana yang sangat berat menandakan
bahwa tindak pidana tersebut sangat berat (extra ordinary crime).

Menimbang, bahwa merujuk pada point 4 diatas maka apabila dihubungkan

dengan pasal 50 ayat (1) huruf g maka terdapat hubungan yang sangat jelas bahwa
yang dimaksud dengan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih disini adalah
nndakptdmkntegonbcmdmdal’m ini perkara tindak korupsi adalah tindak pidana
kategori berat oleh karena ancamannya adalah lebih dari 5 (lima) tahun yaitu maksimal

20 tahun ; .
pahwa jika suatu perbuatan kategori berat dengan ancaman

M ban;
maksimal ;;‘:‘hmg(’m pidana korupsi) tidak termasuk dalam pasal 50 ayat (1)

bersama
huruf g dan menjadi anggota DPRD lalu bagaimana dengan sescorsng
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hukumannya 5 (lima) tahun enam bulan, tidak bisa menjadi anggota DPRD , dcrmluan
pula seseorang yang karena kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
schingga terdapat korban tewas diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 50 ayat (1) huruf g menyatakan “ orang

yang dipidana karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini “ maka tersirat
bahwa pembuat Undang-Undang menekankan bahwa semua yang pernah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau lebih adalah kejahatan yang mengandung unsur mens
rea atau niat jehat dan oleh karena kejahatan politik bukanlah kejahatan pada
umumnya yang tidak mengandung unsur niat jahat akan tetapi lebih kepadanya adanya
perbedaan pandangan politik, dengan demikian artinya bahwa pasal 50 ayat (1) huruf g
selain menekankan pada berat ringannya ancaman hukuman akan tetapi juga
menekankan adanya sifat jahat dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi oleh pembuat Undang-Undang
dianggap sangat penting dalam kaitannya dengan jabatan, hal ini dapat dilihat dengan
adanya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menetapkan Penggugat
tidak masuk dalam Dafiar Calon Tetap oleh karena tidak memenuhi syarat Pasal 50 ayat
(1) huruf g bukaniah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dasar dari perkara yang diajukan olch Penggugat adalah
perbuatan melawan hukum maka petitum-petitum lain tidakiah perlu dipertimbangkan
dan sehingga gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah ditolak , maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat yang ditaksir sebesar Rp.121.000,- (seratus dua putuh satu
ribu rupiah) ; |

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum, lain

yang bersangkutan :
MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi Para tergugat ;
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DALAM PROVISI

. Menolak tuntutan provisi seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya .

. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.121.000,-
(Seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
SENIN, tanggal $ JANUARI 2009 olch kami 1 GUSTI LANANG DAUH, SH.MH. Ketua
pengadilan Negeri Karanganyar yang bertindak sebagai Hakim Ketua Maijelis , ARLANDI
TRIYOGO, SH dan DONY DORMUND, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

mana diucapkan pada hari itu juga SENIN, tanggal 5 JANUARI 2009 dalam
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

TRI SISWANTI Panitera Pengganti

putusan
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh
Pada Pengadilan Negeri Karanganyar,dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para

Tergugat ;
Hakim Anggota : Hakim Ketua,

YERTAN DA TERTANDA

1. ARLANDI TRIYOGO. SH. 1 GUSTI LANANG DAUH, SH.MH.

TERTANDA
2 mmmmmm
Panitera Pengganti,
YTERTANDA
TRI SISWANTI.
Biaya-biayanya .
1' P l n R,P. 30-“”"
2. P um RP- 120.000,‘
3.“ | I i RP. 5.w0.‘
4. Materai __Ro. 6000
Rp.l2l.000,'

Jum liah
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Salinan / Foto dengan ulmya
untuk salinan , %

kepada ....... TS0A AR ... . " m
pcmmtunnya pada tanggal . 2.4 - )-Qa_.ﬂ
Putusan / salinan ini belum / sudsh- mempu -

nyai _kekuatan Hukum tetap, karena p:hak
....... Qe AAVADL ...
mengajukan upaya v FSANANAL,
pada tanggal .../2...




